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ABSTRAK 

 

 Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai 

KUHP sendiri, guna menanggulangi kejahatan yang kian hari terus meningkat dan 

juga untuk disesuaikannya dengan filosofi dan kultur masyarakat Indonesia. 

Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan 

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio 

filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan soosial, 

kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum Indonesia. 

 Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan 

hukum pidana mengenai delik kesusilaan dalam pembaharuan hukum pidana. Metode 

yang digunakan adalah yuridis normatif , namun juga digunakan pendekatan yuridis 

historis untuk melihat penerapan hukum yang sudah dilakukan terdahulu agar 

berkaitan dengan adanya proses pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini juga 

membandingkan antara Konsep KUHP yang mengatur delik kesusilaan dengan 

KUHP Malaysia dan KUHP Singapura. 

 Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa delik kesusilaan yang 

diatur dalam Konsep KUHP masih terdapat sebagian dari ketentuan perbuatan 

terhadap delik kesusilaan yang masih dirumuskan dengan perluasan, penambahan dan 

penyempurnaan. Disamping itu dalam KUHP delik kesusilaan masih dikatagorikan 

kedalam bentuk  kejahatan dan pelanggaran sedangkan Konsep menggunakan istilah 

tindak pidana kesusilaan. Sedangkan dalam perbandingan negara lain, pada dasarnya 

Konsep KUHP Indonesia maupun dengan KUHP Malaysia dan Singapura 

kesemuaanya mengatur tentang tindak pidana kesusilaan hanya jenis tindak pidana 

dan sanksinya saja yang berbeda. 
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